BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2)

dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa perlu diatur Pedoman Penyusunan dan Standar
Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094)
Peraturan Menteri Datlam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Datlam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
868);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan
Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 75);
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Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor
87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gresik Nomor 97 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun
2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022
Nomor 97);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

I

Daerah adalah Kabupaten Gresik.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gresik.

Bupati adalah Bupati Gresik.

Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.

Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.
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Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat
BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh
desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1
(satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening
kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa;

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.
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Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil
adalah dana transfer yang diterima oleh desa
bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
desa.

Pelaksana  Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan  keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat
desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah
perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
Kepala seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah
perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana
kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang
ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh
pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Pasal 2

Kebijakan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025,

terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(1)

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran
2025; dan
Standar Biaya Umum dalam penyusunan APBDesa

Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi:
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
Kebijakan Pemerintah Desa;
Prinsip Penyusunan APBDesa;
Kebijakan Penyusunan APBDesa;
Teknis Penyusunan APBDesa; dan

o o o o

Hal-hal Khusus Lainnya Pedoman Evaluasi
APBDesa.

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium;

b. Standar Biaya Umum Belanja Jasa Kantor;

c. Standar Biaya Umum Belanja Cetak dan
Penggandaan;

d. Standar Biaya Umum Makanan dan Minuman;
Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas; dan
Standar Biaya Umum Jasa Pemungutan Pajak

daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Desa.
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(2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi
anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,
TTD.
ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 69

LAMPIRAN I



